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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya
Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu Tahun 2024 telah selesai disusun sebagaimana telah diatur dalam Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya dijabarkan lebih
lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2024 yang memuat program dan kegiatan dalam rangka menunjang
pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dalam kurun waktu satu tahun ini
disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategi Badan Keuangan dan Aset
Daerah 2022-2026.

Harapannya Rencana Kerja ini akan menjadi pedoman bagi seluruh unit
kerja, pimpinan, dan staf di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan optimal
dan berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan program
dan kegiatan.

_Putussibau,  Oktober 2023
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan
keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama yang menentukan berhasil
atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat yang justru merupakan esensi dari keberadaan pemerintah
daerah itu sendiri. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Badan
Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu Bidang Keuangan Daerah.

Memperhatikan tugas pokok tersebut di atas, maka Rencana Kerja Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024
merupakan Program/Kegiatan yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan
dan pelaksanaan sehingga dapat disusun kebijakan teknis dibidang keuangan dan
pengelolaan barang milik daerah.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja PD merupakan dokumen perencanaan komprehensif tahunan yang disusun
setiap tahun anggaran sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang bertujuan untuk menjamin
keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam tahun anggaran
yang bersangkutan.

Renja PD pada dasarnya merupakan penjabaran teknis Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seluruh unit kerja yang
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bermaterikan rencana kegiatan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Renja PD seharusnya merupakan rangkaian proses
kegiatan yang terarah, terencana dan berkelanjutan dalam merespon setiap
perkembangan yang selalu memerlukan perbaikan baik menyeluruh maupun
parsial agar sasaran dan tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan
efisien.

Secara garis besar, Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2024 adalah rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan
berbagai program sebagai implementasi kebijakan-kebijakan RPJMD Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dibidang keuangan daerah yang akan dituangkan
dalam RAPBD Tahun 2024. Diharapkan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah
ini sekaligus berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang terkait dalam
rangka melaksanakan upaya-upaya peningkatan pengelolaan keuangan dan
barang milik daerah secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum
Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Angaran 2024 merupakan
pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dan

Rencana Strategi (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kapuas Hulu tahun 2022-2026, yang disusun berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasioanal 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);



. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang

Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2021 — 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 Nomor 5);



12.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Julu Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 103);

13.Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2024 adalah sebagai pelaksanaan tahun ketiga RPJMD
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 di bidang keuangan yang disusun
dalam bentuk matriks program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun
anggaran. Diharapkan berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang terkait
dalam rangka melaksanakan upaya-upaya peningkatan pengelolaan keuangan

dan barang milik daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun
Anggaran 2024 adalah sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2024
menyangkut kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
bidang keuangan daerah sekaligus diharapkan dapat memberikan gambaran
keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu yang lebih baik selama kurun waktu satu tahun.



1.4 Sistematika Penulisan
Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun

Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB | . Pendahuluan, memuat uraian tentang Latar Belakang, Landasan
Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Renja
BKAD Kabupaten Kapuas Hulu

BAB I . Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Tahun Lalu, memuat uraian
tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian
renstra, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

BAB Il : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BKAD, memuat uraian
tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan
dan sasaran Renja BKAD, serta program dan kegiatan Renja BKAD

BABIV : Penutup, memuat uraian tentang catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, kaidah — kaidah pelaksanaan dan rencana
tindak lanjut.




BAB Il
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

21 Evaluasi Pelaksanaaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian antara program dan
kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya maka perlu dilakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian terhadap renstra. Tujuan
pelaksanaan evaluasi adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan
perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung atau
menghambat pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Pada tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, perangkat daerah
yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah adalah Badan
Keuangan Daerah. Namun setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Kapuas
Hulu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu, perangkat daerah yang mengampu tugas tersebut adalah Badan
Keuangan dan Aset Daerah. Pada bab ini akan disajikan rekapitulasi hasil
evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 dan 2023. Tercapai atau tidaknya
perencanaan yang dituangkan dalam program dan kegiatan, secara lengkapnya
dapat diketahui dengan melakukan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam
sebuah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Laporan Keuangan
Perangkat Daerah.

Berikut ini disajikan capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022, sebagai berikut:

[¢)




Tabel 2.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2022
No. | Indikator Kinerja Utama Satuan Target | Realisasi | Capaian %
1. | Nilai Evaluasi Reformasi Angka 25,01 - -
Birokrasi Perangkat Daerah
2. | Predikat SAKIP Perangkat Predikat BB B 97%
Daerah
3. | Persentase Penyediaan Persen 100% 100% 100%

Dokumen Perencanaan
Anggaran (KUA PPAS,
APBD dan DPA SKPD) dan
Pelayanan Penatausahaan
Keuangan yang Tepat
Waktu dan Sesuai Dengan
Ketentuan Perundangan

4. | Persentase Penyampaian Persen 100% 100% 100%
Laporan Keuangan SKPD
Sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)

5. | Persentase administrasi Persen 60% 71% 118,33%
pengelolaan aset daerah
yang dilaksanakan secara
tertib

Dari dua sasaran strategis diatas, dapat dilihat 4 dari 5 indikator kinerja
telah berhasil dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu Predikat SAKIP
Perangkat Daerah dengan capaian 97%, Persentase Penyediaan Dokumen
Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan
Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Ketentuan
Perundangan dengan capaian 100% dari target, Persentase Penyampaian
Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan
capaian 100% dari target, dan Persentase administrasi pengelolaan aset daerah
yang dilaksanakan secara tertib dengan capaian 118,33% dari target. Adapun
kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD di bidang keuangan selama
tahun 2022 adalah:

1. Pengajuan pencairan anggaran yang masih menumpuk di akhir tahun
anggaran,




2. Lamanya pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang telah digunakan,
sehingga proses ganti uang yang lambat menyebabkan rendahnya
penyerapan anggaran,

3. Kesalahan pencatatan akun oleh bendahara pengeluaran PD dalam
penyusunan laporan keuangan,

4. Bendahara pengeluaran PD tidak mencantumkan perhitungan pajak dan
kurang memahami alur penyusunan arus kas,

5. Pada awalnya Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan
Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu direncanakan untuk
ditetapkan sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran. Namun melihat
kondisi perubahan harga pada tahun 2022 tidak terlalu signifikan terhadap
kebutuhan belanja barang, sehingga hanya dilakukan satu kali Penetapan
Peraturan Bupati tersebut demui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
kegiatan,

6. Pelaksanaan sertifikasi tanah yang melalui berbagai tahapan mulai dari
pengajuan usulan, survei lapangan bersama tim dari Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu hingga penetapan sertifikat tanah
memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga terdapat beberapa usulan
yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang sama. Usulan
sertifikasi tanah yang telah diajukan kepada BPN sebanyak 198 usulan.
Adapun sertifikat yang telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2022
adalah sejumlah 80 buah yang terdiri dari 28 sertifikat berdasarkan usulan, 37
sertifikat program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Dari total 198 usulan sertifikasi tanah, terdapat 28 usulan yang termasuk
dalam lokasi Kawasan Hutan Lindung sehingga tidak dapat diterbitkan
sertifikat tanah,

7. Terdapat beberapa dokumen kelengkapan yang masih belum tersedia untuk
pengajuan usulan sertifikat tanah seperti Surat Keterangan Tanah, Dokumen
Hibah dari masyarakat, dan dokumen kelengkapan lainnya,

8. Pembatalan hasil penilaian yang telah ditetapkan, hal ini terjadi khususnya
terhadap penilaian yang dilakukan atas bangunan dan/atau gedung yang akan

dilakukan rehab atau pembangunan baru. Pembatalan ini seringkali terjadi
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akibat tidak tersedianya anggaran untuk melakukan rehab atau pembangunan
baru pada instansi terkait. Adapun jumlah usulan yang telah dilakukan
penilaian pada Triwulan IV sebanyak 28 unit, akan tetapi hanya 10 unit yang
ditetapkan hingga laporan penilaian disusun,

9. Beberapa bangunan dan/atau gedung yang diusulkan untuk dilakukan
penilaian tidak diketahui pencatatannya pada Kartu Inventaris Barang (KIB).

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
pencapaian Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun

2022 yang diperinci per sub kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut:




Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Target dan Perkiraan Realisasi

Target | Realisasi | Target dan Realisasi Kinerja Program dan e .
Kinerja Target Kegiatan Tahun 2022 Kinerja Programz%azg Kegiatan Tahun
Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program | Program Hasil
Kode Pemerintahan Daerah (outcome) / kegiatan (Renstra | Program
dan Program/Kegiatan (output) Perangkat dan Tingkat Tingkat
Daerah) | Keluaran Target Realisasi Realisasi Target Realisasi | Realisasi
Tahun Kegiatan (%) (%)
2024 s/d 2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/8) 9 10 11=(10/9)
5|02 KEUANGAN
Nilai Evaluasi Reformasi
PROGRAM
PESS’NJANG URUSAN Birokrasi Perangkat 31 25,01 n/a n/a
5|02 |01 PEMERINTAHAN el
DAERAH .
KABUPATEN/KOTA Predikat SAKIP PD BB BB B 97% BB BB 100%
Perencanaan,
Penganggaran, dan
8|02 (o1} 201 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 8 8
01 | Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 8 Dokumen 8 Dokumen 100 8 Dokumen 100
Dasrgh Basrdh Dokumen Dokumen
02 g:ﬁrcﬂ;‘::;ga[?okumen é?rglghdg:'&?g?asm;" 1 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 1 100
y Koordinasi Penyusunan Dokumen i s Dokumen

RKA-SKPD

Dokumen RKA-SKPD
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Koordinasi dan

Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

dan Laporan Hasil 1 1
03 g:?gg:#;:kﬁ;’fg’;gg Koordinasi Penyusunan Dokumen 1 Bakutien ¥ Dokumen 100 ¥ Dbkumin Dokumen L
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-
Koordinasi dan SKPD dan Laporan Hasil 1 1
04 Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Bokumen Dokumen 109
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan derlanbel | A :
05 E?JIXL.;‘,SKUSSn Perubahan Koordinasi Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen Dokumen 100
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian
N Kinerja dan Ikhtisar
Boprdinesi dan Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan dan Laporan Hasil
06 | Capaian Kinerja dan i 4 Laporan 4 Dokumen 4 Dokumen 100 4 Laporan | 4 Laporan 100
Ikhtisar Realisasi Kinerja | <©0rdinasi Penyusunan
SKPD Laporan Capaian Kinerja
dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi
07 Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4  Laporan 4 Laporan 100 4 Laporan | 4 Laporan 100
Administrasi Keuangan
& (02 01} 202 Perangkat Daerah
) . Jumlah Orang yang
5|02 | 01202 | o1 | Penvediaan Gajidan Menerima Gaji dan 40 Orang 35 Orang | 35 Orang 100 | 320rang | 320rang | 100
jang Tunjangan ASN
: - .| Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi g . . 1 1
510201 |202| 02 Penyediaan Administrasi 1 Dokumen | 1 Dokumen 100 1 Dokumen 100
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen Dokumen




Pelaksanaan Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan Penatausahaan dan 12 12 12
02 1ot || 202 |08 Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Dokumen @ olmmen | 92 Dk e Dokumen Dokumen s
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Jumlah Laporan
Koordinasi dan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil 1 1
02 f01;202]05 Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan Dokumen 1 |Rekumien W okumcn 100 1 Bokigmen Dokumen 0o
SKPD Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Jumlah Dokumen
st | mop las | o I':g;r?g;?sn Pelaporan dan Analisis £ 2 Dokumen| 2 Dokumen| 100 | 2 Dokumen £ 100
’ Realisast Anaaaran Prognosis Realisasi Dokumen Dokumen
99 Anggaran
Administrasi Barang
02 | 01 | 2.03 Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
Pembinaan, Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan, dan Pembinaan, 2 2
02 | 01 | 2.03 | 04 | Pengendalian Pengawasan, dan 2 Dokumen 2 Dokumen 100 2 Dokumen 100
Barang Milik Daerah pada | Pengendalian Barang Dolumen BRi=0
SKPD Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang 1 1
02| 01| 203 |06 m Penatausahaan Barang 1 Laporan 1 Laporan 100 1 Dokumen 100
Milik Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD Dokumen Dokumen
Administrasi
02 | 01 | 2.05 Kepegawaian Perangkat
Daerah
Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian
02 | 01 | 2.05 | 02 | Dinas Beserta Atribut Dinas beserta Atribut 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100
Kelengkapannya Kelengkapan




Pendataan dan

Jumlah Dokumen

. . | Pendataan dan 12 12 12
02|01 |205]| 03 Pengolaha_n Administrasi Pengolahan Administrasi . 12 Dokumen | 12 Dokumen 100 - Dokumen 100
Kepegawalan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan | pomian Pegawal
02 | 01 | 2.05 | 09 | Pegawai Berdasarkan Fungsi yang M eggikuti 15 Orang 13 Orang 13 Orang 100 23 Orang 23 Orang 100
Tugas dav Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
Administrasi Umum
02 01 2.08 Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen
Instalasi Instalasi Listrik /
02 | 01 | 2.06 | 01 Listrik/Penerangan Penerangan Bangunan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100
Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
' Jumlah Paket Peralatan
02 | 01 | 206 | 02 | Femyediaan Peral@an | yan perlengkapan Kantor | 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1Paket | 1Paket 100
gkap yang Disediakan
Penyediaan Barang .(J:L;Talz:nP:::t Barang
02 | 01 | 2.06 | 05 | Cetakan dan P 1 Paket il Paket 1 Persen 100 1 Paket 1 Paket 100
enggandaan yang
Penggandaan Disediakan
paryecaangaran | Jamlr Do Seren | 1
02 | 01| 206 |06 E:::::;acrj‘ar_\uagraa;u;ann Perundang-Undangan Bokitnsn 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen | o iren 100
9 9 yang Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi
02| 01| 206 | 08 Tamu Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 1 Laporan 1 Laporan 100
Jumlah Laporan
o | o | 205 55 Rona o K hasi Penyelenggarean Rapat 12 12 laporan | 12 laporan 100 | 12 Laporan 2 100
' Koordinasi dan Konsultasi | Laporan P P 4 Laporan

SKPD

SKPD




Dungan Pelsksansan | JTeOOTEL T
istem Pemerintahan . :
5(02)]01 20611 . : Sistem Pemerintahan 12 Dokumen | 12 Dokumen 100 100
Berbasis Elektronik pada Berbasis Elektronik pada Dokumen Dokumen Dokumen
SKPD
SKPD
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang
& 102 |04 | 208 Urusan Pemerintah
Daerah
Jumlah Unit Peralatan
5|02 | 01 | 207 | 0 | PeNgadaan Peralatandan | 4. wegin | ainnyayang | 35 Unit 10 Unit | 10 Unit 100 12Unit | 12 Unit 100
Mesin Lainnya -
Disediakan
Penyediaan Jasa
5(02| 01| 2.08 Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
: Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat ‘ 12 12
5(02|01]| 208 |01 Menyurat II\"’lenyedlaan Jasa Surat Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100 12 Laporan Laporan 100
enyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
5102 | 01| 2.08 | 02 | Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber L 1§ran 12  Laporan 12 Laporan 100 12 Laporan L& 13ra fi 100
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang P P
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
502 |01 | 208 |03 | Peralatan dan Peralatan dan La 1§r it 12 Laporan 12 laporan 100 12 Laporan B 13', " 100
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor P e
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
5102| 01| 208 | 04 Pelayanan Umum Kantor | Pelayanan Umum Kantor 3 Laporan 3  Laporan 3 Laporan 100 3 Laporan | 3 Laporan 100
yang Disediakan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
5|02)01209 Urusan Pemerintahan
Daerah




Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau

02 | 01| 2.09 | 02 Barizinan Kehdarasn Ig?:;?hgaarg )éaarr’wgdibayarkan 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100 3 Unit 3 Unit 100
Dinas Operasional atau A < s
Lapangan Pajak dan Perizinannya
' Jumlah Peralatan dan
02 | o1 | 2.00 | 06 Z:r""ﬂg‘s?;af:i;ef'ata" Mesin Lainnya yang 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100 1 Unit 1 Unit 100
y Dipelihara
Persentase Penyediaan
Dokumen Perencanaan
Anggaran (KUA PPAS,
rroosn AR
02 | 02 PENGELOLAAN 100% 100%
KEUANGAN DAERAH | Penatausahaan
Keuangan yang Secara
Tepat Waktu dan Sesuai
dengan Ketentuan
Perundangan
Koordinasi dan
02 | 02 | 2.01 Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen KUA 2 2
02| 02| 201 |01 Eg&ygsunan KUA dan dan PPAS yang Disusun Dlskumas 2 Dokumen 2 Dokumen 100 2 Dokumen Dolaimien 100
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Penyusunan Perubahan Perubahan KUA dan 2 50
02 02 2.01 02 KUA dan Perubahan Perubahan PPAS yang Dokumen £ Hoximign 2 'Dokumen 100 SRDekumen Dokumen 100
PPAS Disusun
Koordinasi, Penyusunan Jumlah DPA-SKPD yang 50 50 50
02102 201 1 05 | 4.1 Verifikasi DPA-SKPD | Diverifikasi Dokumen 50 Dokumen | 50 Dokumen| 100 | Hopinen | Dokumen | 00
Koordinasi, Penyusunan
il Jumlah Perubahan DPA- 50 50 50
02 | 02 | 2.01 | 06 | dan Verifikasi Perubahan SKPD yang Diverifikasi Dokumen 50 Dokumen | 50 Dokumen 100 Dokumen N 100

DPA-SKPD




Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan

Jumlah Peraturan Daerah
tentang APBD dan

Daerah tentang APBD 2
02 (02 |201]07 dan Peraturan Kepala Peraturan Kgpala Daerah o T 2 Dokumen 2 Dokumen 100 2 Dokumen | 2Dokumen 100
tentang Penjabaran
Daerah tentang APBD
Penjabaran APBD
Koordinasi dan
Jumlah Peraturan Daerah
S:re“r':: l:gs; rl::raturan tentang Perubahan APBD
02 | 02 | 2.01 | 08 | Perubahan APBD dan gzg;f"f;‘r“;::g"epa'a 5 okﬁmen 2 Dokumen| 2 Dokumen| 100 | 2Dokumen | 2Dokumen | 100
Peraturan Kepala Daerah ;
tentang Penjabaran zgrganaran Pemipahis
Perubahan APBD
Koordinasi dan
02 | 02 | 2.01 | og | Penyusunan Regulasi ‘ég:ﬁ:s?g:?t;nﬁrébijakan g 9 Laporan | 9 Laporan 100 12 12 100
' serta Kebijakan Bidang Bidana AnGaarss Dokumen Dokumen Dokumen
Anggaran 9 Angg
L Jumlah Dokumen Hasil
020220111 xgorcgp:nslBI:?arﬁpac%r;aee::h Koordinasi Perencanaan D okﬁmen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 2 Dokumen | 2Dokumen 100
99 y Anggaran Belanja Daerah
Koordinasi dan
02 | 02 | 2.02 Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
Koordinasi, Fasilitasi, Jumiah Dokumen Hasil
Asistensi, Sinkronisasi K°.°fd'"?s'= F a5|llt_aS|, .
02 | 02 | 2.02 | o5 | Supervisi, Monitoring dan é?s;?\r/‘iss'i' fn'mf:rliiag&an 103 68 Dokumen | 68 Dokumen | 100 68 68 100
’ Evaluasi Pengelolaan P : 9. Dokumen Dokumen Dokumen

Dana Perimbangan dan
Dana Transfer Lainnya

Evaluasi Pengelolaan
Dana Perimbangan dan
Dana Transfer Lainnya

16




Koordinasi dan

Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas

Jumlah Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK) dan Laporan Hasil

02| 02| 202 07 Drsrah, Laporsn Alirn Koordinasi dalam rangka 12 12  Laporan 12 Laporan 100 12 Laporan e 100
Kas, dan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Laporan Laporan
Pemungutan/Pemotongan Realisasi PerermBar
dan I_’enyetora_n . dan Pengeluaran Kas
Perhitungan Fihak Ketiga Daerah, Laporan Aliran
(FFY) Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/
Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK)
I Jumlah Dokumen Hasil

Rekonsiliasi Data b

Penerimaan dan E::gg‘:‘::j: 3:;3

Pengeluaran Kas serta 12 12 12

02| 02| 20209 Pemungutan dan g:nmguer:;izzg g:rs‘ serta Bealkurien 12 Dokumen | 12 Dokumen 100 Dl Hiai DekiaH 100
Pemotongan At;s SPZ.D Pemotongan atas SP2D
dengan Instansi Terkait dengan Instansi Terkait

: Jumlah Orang yang
gznmalzg‘::anhaan Mengikuti Pembinaan

02)|02|202]| 11 ' Penatausahaan 11 Orang 11 Persen 11 Persen 100 11 Orang 11 Orang 100
Keuangan Pemerintah Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem

02 | 02 | 2.05 Informasi Pemerintah

Daerah Lingkup
Keuangan Daerah

W




Implementasi dan
Pemeliharaan Sistem

Jumlah Dokumen Hasil
Implementasi dan

. ; Pemeliharaan Sistem 12 12
0202205 g‘;%??ﬁséiz:%eﬂgf:n gan Informasi Pemerintah iz Dokumen = Deumes Dokumen Dokumen
Daasahi Daerah Bidang Keuangan
Daerah
Persentase
PROGRAM Penyampaian Laporan
02 | 02 PENGELOLAAN Keuangan SKPD Sesuai 100%
KEUANGAN DAERAH Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)
Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
02 02 | 203 dan Pelaporan
Keuangan Daerah
P ; . | Jumlah Dokumen Hasil
Rekonsiliasi dan Verifikasi | gy nsiliasi dan Verifikasi
Aset, Kewajiban, Ekuitas, o )
Pendapatan, Belanja Aset, Kewajiban, Ekuitas, 50 50
02| 02| 203 5 ’ ’ Pendapatan, Belanja, 50 Dokumen | 50 Dokumen
Pembiayaan, Pembiayaan Dokumen Dokumen
Pendapatan-LO dan Pendapatan-LO, dan
Beban
Beban
E:s;?'amas' Penyusunan Jumlah Laporan
; Pertanggungjawaban
02 | 02| 2.03 I;Zgigg%::ajiv;agbg & Pelaksanaa_n APBD 2 Laporan 2 Laporan | 2 Laporan
Bulanan, Triwulanan dan g:::gz&;gwmanan dan
Semesteran
. Jumlah Laporan
02|02 | 203 ' dan Laporan Keuangan 1 Laporan | 1 Laporan

dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah yang
Terkonsolidasi




Koordinasi dan
Jumlah Rancangan
PafyusuBar Rancangan Peraturan Daerah tentang
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Feifanggungjewaban Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dan 1 1
5(02|02|203|05 Rancangan Peraturan 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 100
Rancangan Peraturan Dokumen Dokumen
K Kepala Daerah tentang
epala Daerah tentang Penjabaran
Penjabaran :
: Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pelaksggaa?\JAPBD
Pelaksanaan APBD Kabynaten/Keta
Kabupaten/Kota P
Penyusunan Analisis Jumlah Dokumen Hasil
Laporan Analisis Laporan )
5102|02]|203|08 Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban 1 Dokumen 1 Dokumen 100 - - =
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
Penyusunan Kebijakan Jumlah Kebijakan dan
dan Panduan Teknis Panduan Teknis
Operasional Operasional 1
5|62 02| 208 |0 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Dokumen . . . . . . - ;
Akuntansi Pemerintah Akuntansi Pemerintah
Daerah Daerah
Pembinaan Akuntansi, ‘r{lllglgairlltﬁr?’re]?n%ia:agan
Pelaporan dan .
5|02 | 02203 |11 | Pertanggungjawaban Qg‘:t';‘:;sl'j n';je;awp:g:;‘ dan | 56 Orang 50 orang | 50 orang 100 500Orang | 500rang | 100
Pemerintal Pemeringtah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Persentase
PROGRAM Administrasi
PENGELOLAAN Pengelolaan Aset o
5§|102]|03 BARANG MILIK Daerah yang 64% 60% 71% 118,33% 62% 1% 114,52%
DAERAH Dilaksanakan Secara
Tertib
Pengelolaan Barang
Blo2 o3 zM Milik Daerah

N
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Penyusunan Standar Jumlah Standar Harga 2
0203|201 |01 Harga yang Disusun Diikumien 2 Dokumen 2 Dokumen 100 1 Dokumen | 1Dokumen 100
Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang 50 50
02 | 03 |2.01 |05 Milik Daerah ngatausahaan Barang Laporan 50 Laporan 50 Laporan 100 50 Laporan Laporan 100
Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pengamanan Barang 150 150
02 |03 {201 | 07 Milik Daerah nggamanan Barang Laporan 50 Laporan | 150 Laporan 100 50 Laporan Laporan 100
Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil
- i Penilaian Barang Milik
02 | 03 | 2,01 | 0 | peNIaan Barang Milik | Daerah dan Hasil el 45 Laporan | 45 Laporan 100 | 45Laporan | 45 100
Koordinasi Penilaian P aporan
Barang Milik Daerah
Optimalisasi gp?lrﬁ;g::iu e Hasil
genggl.;natan, Penggunaan
emanfaatan !
i ’ Pemanfaatan, 5
02 0320110 :gm::‘:::;:ggggﬁn’ Pemindahtanganan, Dokumen . } ) ) . B . .
! Pemusnahan, dan
:n?l?lggzzlr‘:ﬁn B Penghapusan Barang
Milik Daerah
— Jumlah Laporan Hasil
Z?,';‘L';sl'a'i‘ﬁ'yﬂifn?n i ok i 50 50
02 |03]|201 |11 Laporan Barang Milik rangka Penyusunan Laporan 50 Laporan 50 Laporan 100 50 Laporan Laporan 100

Daerah

Laporan Barang Milik
Daerah




2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa kajian terhadap
capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan,
serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan
pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun
2022-2026. Secara rinci, capaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu disajikan pada tabel berikut:




Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Renstra BKD
2016-2021

Renstra BKAD 2022-2026

2021

2022*)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

2023**)

2024**)

2025**)

2026**)

Catatan
Analisis

Indeks Kepuasan Masyarakat

74

84,79

OPINI BPK

WTP

WTP

Persentase Penyelesaian Aset

85

81

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

25,01

Predikat SAKIP Perangkat Daerah

BB

B

BB

BB

BB

| O B WO N =

Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran
(KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan
Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai
Dengan Ketentuan Perundangan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7

Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

Persentase Administrasi Pengelolaan Aset Daerah yang
Dilaksanakan Secara Tertib

60%

71%

62%

64%

66%

68%

Keterangan:
*) Tahun 2023 merupakan target tahun anggaran berjalan
**) Tahun 2024-2026 merupakan angka Target




2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selaku
stakeholder pada pengelolaan urusan keuangan dan aset daerah, oleh karena itu,
hal ini mendapat penekanan khusus dalam Renja Badan Keuangan dan Aset
Daerah setiap tahun anggaran mengingat bahwa dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan
Keuangan dan Aset Daerah tentunya menghadapi berbagai kekuatan dan
kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Pada Tahun 2022

Kekuatan Kelemahan

Komitmen SDM untuk terus
meningkatkan kualitas pengelolaan
urusan keuangan daerah dan aset

Beban kerja tidak sebanding dengan
jumlah SDM yang ada

Seiring dengan perkembangan
informasi dan teknologi, pengelolaan
keuangan dan aset daerah telah
ditunjang dengan sistem aplikasi

Sistem aplikasi belum terintegrasi
secara menyeluruh

Selain itu, pada tahun 2023, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu juga menghadapi beberapa peluangan dan tantangan yaitu:

Tabel 2.3.2
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Pada Tahun 2022

Peluang Tantangan

Komitmen kepala PD untuk Keterbatasan kemampuan anggaran

meningkatkan kompetensi SDM dalam
mengelola keuangan dan aset daerah,
salah satunya dengan melaksanakan
bimbingan teknis

mengakibatkan PD harus
mengutamakan program yang menjadi
prioritas dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi

Perubahan ataupun Regulasi baru
terkait pengelolaan Barang Milik Daerah
(BMD) semakin terinci dan menyeluruh
berkaitan dengan pengelolaan BMD

Seiring dengan permasalahan
pengelolaan BMD yang makin
kompleks, Pengelola Barang
diharapkan menguasai berbagai
regulasi terkait Pengelolaan BMD

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan

tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024




yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas

Hulu pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM;

2. Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi;

3. Mempertahankan opini WTP terkait pelaporan keuangan;

4. Peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
kepada pengguna anggaran/pengguna barang;

5. Peningkatan pengendalian atas penatausahaan aset daerah;

6. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan
membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
Reviu ini dilakukan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi
kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah
mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, program prioritas, dan pagu indikatif yang
disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Reviu terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas
program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target
sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap
program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Berikut ini disajikan hasil reviu terhadap Rancangan Awal Renja Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, yang disajikan
pada Tabel 2.4.1:




Tabel 2.4.1

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Kapuas Hulu

Nama Perangkat Daerah: Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Awal SKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Targe
Kode Target o
Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Capaia Pagtzérglkatlf Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catpai 'éf,’,flfg;';
n
an
(1 (2) (3) 4 (5) (6) (7) (8) 9) (10 (11)
BKAD| ... . .
Nilai Evaluasi
ki N K:;:; Reformasi Birokrasi 31 PROGRAM BKAD
URUSAN Hulu | Perangkat Daerah PENUNJANG URUSAN Kab
5 02|01 PEMERINTAHAN BKAD giﬁég\:wTAHAN Kapuas Predikat SAKIP PD BB 7.181.823.833
DAERAH Kab. . Hulu
KABUPATEN/KOTA Kapuas Predikat SAKIP PD BB KABUPATEN/KOTA
Hulu
Perencanaan, Perencanaan,
Penganggaran, dan Penganggaran, dan
§ p2|01p.01 Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja 124.731.255
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
BKAD BKAD
Penyusunan Dokumen Kab Jumlah Dokumen 8 Penyusunan Dokumen Kab Jumlah Dokumen 7
5 {02|01R.01/0001 [Perencanaan PerangkatKa ué " Perencanaan Perangkat Dokum 59.999.718 |Perencanaan Perangkat Ka ués Perencanaan Perangkat Doku 49.783.500
Daerah p Daerah en Daerah p Daerah men
Hulu Hulu
S BKAD | Jumlah Dokumen RKA- & BKAD | Jumlah Dokumen RKA-
5 02/01b.010002 Paryutunan Dokumen |, Kab: | SKPD dan Laporan Hasi - 13.372.170 g:g;du';‘::;:agokumen Kab. | SKPD dan Laporan Hasil | po | 13575 170
’ RKX SKPD Kapuas| Koordinasi Penyusunan v T RKA-SKPD Kapuas| Koordinasi Penyusunan Hion e
: Hulu | Dokumen RKA-SKPD Hulu | Dokumen RKA-SKPD




Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Koordinasi dan B&D ::;uf:h:rr;r?@;ﬁKpD 1 Koordinasi dan BK&D Z’ae;ul?:h:rr;"l?m;ﬁKPD 1
02|01R.01/0003 Penyusunan Dokumen K ) Koordi pon P Dokum 11.596.725 |Penyusunan Dokumen K : Koordi pors P Doku 11.596.725
Perubahan RKA-SKPD [(@puas| Koordinasi Penyusunan p Perubahan RKA-SkpD | <@puas| Koordinasi Penyusunan ey
Hulu | Dokumen Perubahan Hulu | Dokumen Perubahan
RKA-SKPD RKA-SKPD
oardinast dan BKAD | Jumlah Dokumen DPA- 1 BKAD | Jumlah Dokumen DPA- 1
Kab. | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Kab. | SKPD dan Laporan Hasil
02101p.010004 g;r;ygsunan DRA- Kapuas| Koordinasi Penyusunan Do:: o R34S Penyusunan DPA-SKPD| Kapuas| Koordinasi Penyusunan 2?:: 181145
Hulu | Dokumen DPA-SKPD Hulu | Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
02|01R.01/0005 ggzr‘li:::ia:a;erubahan BK?BP ::;?:::%EE:;?KPD Dol1(um 11.039.994 gggrfgjr?iagagerubahan BKK:BP S:;uf:;:';r?z:;ﬁKpD Do1ku 10.998.990
' DP. Kl SKPD Kapuas| Koordinasi Penyusunan - T DP PY— SKPD Kapuas| Koordinasi Penyusunan " e
Hulu | Dokumen Perubahan Hulu | Dokumen Perubahan
DPA-SKPD DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian
i Kinerja dan Ikhtisar - Kinerja dan lkhtisar
Koardinasi dan BKAD | Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan BKAD | Realisasi Kinerja SKPD
Panyusunan Laparan Kab. | dan Laporan Hasil i sty L Kab. | dan Laporan Hasil 4
02|01R.01/0006 Capaian Kinerja dan K ) Koordinasi P Lapora 12.734.475 |Capaian Kinerja dan K ) Koordinasi P Lapor 12.734.475
Ikhtisar Realisasi aptias, Reodinas! Fonyusinan n Ikhtisar Realisasi Kinerja| SRS | (S SHN N Ot A an
Kineria SKPD Hulu | Laporan Capaian Kinerja SKPD Hulu | Laporan Capaian Kinerja
! dan Ikhtisar Realisasi dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
BKAD . BKAD .
o Jumlah Laporan Evaluasi 4 " Jumlah Laporan Evaluasi 4
Evaluasi Kinerja Kab. " Evaluasi Kinerja Kab. N
02/01R.01/0007 Perangkat Daerah Kapuas Kinerja Perangkat Lapora 12.733.920 Perangkat Daerah Kapuas Kinerja Perangkat Lapor 12.733.920
Daerah n Daerah an
Hulu Hulu
IAdministrasi BKI';?)D Administrasi BK';?)D
02|01R.02 Keuangan Perangkat ; Keuangan Perangkat ; 3.895.001.931
Daerah Kapuas Daerah Repuns
Hulu Hulu
BKAD BKAD 32
. . Jumlah Orang yang 33 . i, Jumlah Orang yang
02(01p.02/0001 ?3:);‘"':ﬁ’£ﬁ' dan K:"‘Sé | Menerima Gaji dan Orang/ | 3.893.543.936 ';Széid':ﬁ’},gﬁ' dan | K@ | Menerima Gaji dan Oran | 3.452.822.466
jang H?nu Tunjangan ASN Bulan jang HF:lIu Tunjangan ASN gan




ig%ﬁgﬁ:gi BK}ZI\)D Jumlah Dokumen Hasil L ngsﬁﬁzgi BK?BD Jumlah Dokumen Hasil 1
02|01p.02(0002 Pelaksanaan Tugas Kapu é s Penyediaan Administrasi | Dokum 14.514.360 Pelaksanaan Tugas Ka pué ” Penyediaan Administrasi | Doku 14.514.360
ASN Halu Pelaksanaan Tugas ASN en ASN Hulu | Pelaksanaan Tugas ASN | men
Pelaksanaan BKAD | Jumlah Dokumen 1 Pelaksanaan BKAD | Jumlah Dokumen 12
Penatausahaan dan Kab. | Penatausahaan dan Penatausahaan dan Kab. | Penatausahaan dan
02(012.0200003 Pengujian/Verifikasi Kapuas| Pengujian/Verifikasi Do;(:m SrAa000 Pengujian/Verifikasi Kapuas| Pengujian/Verifikasi ?no:: SEmEsR0e
Keuangan SKPD Hulu | Keuangan SKPD Keuangan SKPD Hulu | Keuangan SKPD
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Koordinasi dan BKAD | Keuangan Akhir Tahun 1 Koordinasi dan BKAD | Keuangan Akhir Tahun 1
Penyusunan Laporan Kab. | SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Kab. | SKPD dan Laporan Hasil
02|01p.020005 Keuangan Akhir Tahun [Kapuas| Koordinasi Penyusunan La;:lora 28.664.085 Keuangan Akhir Tahun |Kapuas| Koordinasi Penyusunan LZ‘:‘OF 28.664.085
SKPD Hulu | Laporan Keuangan Akhir SKPD Hulu | Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD Tahun SKPD
penyusunan Petaporan | BCE? | Hantl I e | Penyusunan Pelaporan | ‘o | Rl RGNS s | 12
02|01R.02/0008 dan Analisis Prognosis ) . L Dokum 18.961.020 |dan Analisis Prognosis ) : o Doku 18.961.020
Realisasi Anggaran Kapuas| Prognosis Realisasi ah Realisasi Angaaran Kapuas| Prognosis Realisasi i
' Angg Hulu | Anggaran 99 Hulu | Anggaran
IAdministrasi Barang BKKa%D Administrasi Barang BKKa?)D
02(01R.03 Milik Daerah pada Ka ua.nsi Milik Daerah pada Ka uz:ns 51.757.905
Perangkat Daerah Hzlu Perangkat Daerah H’:llu
Pembinaan, BKAD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, BKAD Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan, dan Kab Pembinaan, 1 Pengawasan, dan Kab Pembinaan, 4
02|01R.03|0004 Pengendalian Barang Ka ué s Pengawasan, dan Lapora 30.184.162 [Pengendalian Barang Ka ué 8 Pengawasan, dan Lapor 41.025.315
Milik Daerah pada H%Iu Pengendalian Barang n Milik Daerah pada HF:JIu Pengendalian Barang an
SKPD Milik Daerah pada SKPD SKPD Milik Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang B&D Jumlah Laporan 1 Penatausahaan Barang B&D Jumlah Laporan 2
02|01R.03|0006 Milik Daerah pada Ka ué : Penatausahaan Barang Lapora 10.732.590 [Milik Daerah pada Ka ué 5 Penatausahaan Barang Lapor 10.732.590
SKPD o o7l Milik Daerah pada SKPD n SKPD Phio” | Milik Daerah pada SKPD | an
IAdministrasi BKKa?)D IAdministrasi BK':%D
02(012.05 Kepegawaian Ka ué i Kepegawaian Ka u;s 1.218.494.305
Perangkat Daerah H'l)" i Perangkat Daerah Hzlu
Pengadaan Pakaian BKAD | Jumlah Paket Pakaian Pengadaan Pakaian BKAD | Jumlah Paket Pakaian 1
02|01R.05/0002 Dinas Beserta Atribut Kab. | Dinas beserta Atribut 2 Paket 141.525.000 Dinas Beserta Atribut Kab. | Dinas beserta Atribut Paket 81.800.000
Kelengkapannya Kapuas| Kelengkapan Kelengkapannya Kapuas| Kelengkapan




Hulu Hulu
Pendataan dan BKAD | Jumiah Dokumen 1 Pendataan dan BKAD | Jumlah Dokumen 12
Pengolahan Kab. | Pendataan dan Pengolahan Kab. | Pendataan dan
0201¢.050003 Administrasi Kapuas| Pengolahan Administrasi Doek:m 491,254,005 Administrasi Kapuas| Pengolahan Administrasi [:f:: BEDREES
Kepegawaian Hulu | Kepegawaian Kepegawaian Hulu | Kepegawaian
Pendidikan dan BKAD | Jumlah Pegawai Pendidikan dan BKAD | Jumlah Pegawai 22
Pelatihan Pegawai Kab. | Berdasarkan Tugas dan 28 Pelatihan Pegawai Kab. | Berdasarkan Tugas dan
02(012.050009 Berdasarkan Tugas dan|Kapuas| Fungsi yang Mengikuti Orang 515.869.000 Berdasarkan Tugas dan | Kapuas| Fungsi yang Mengikuti o 636.440.000
Fungsi Hulu | Pendidikan dan Pelatihan Fungsi Hulu | Pendidikan dan Pelatihan g
BKAD BKAD
Administrasi Umum Kab. IAdministrasi Umum Kab.
02/012.06 Perangkat Daerah Kapua Perangkat Daerah Kapuas 849.002.562
Hulu Hulu
Penyediaan Komponen | BKAD | Jumlah Paket Komponen Penyediaan Komponen | BKAD | Jumlah Paket Komponen
Instalasi Kab. | Instalasi Listrik / Instalasi Kab. | Instalasi Listrik / i
02(01¢.06{0001 Listrik/Penerangan Kapuas| Penerangan Bangunan 1 Pakst %.214.000 Listrik/Penerangan Kapuas| Penerangan Bangunan Paket 8.214.000
Bangunan Kantor Hulu | Kantor yang Disediakan Bangunan Kantor Hulu | Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan BK}:?)D Jumlah Paket Peralatan Penyediaan Peralatan BKlg?;D Jumlah Paket Peralatan 5
02(01R.06|0002|dan Perlengkapan Ka ué 8 dan Perlengkapan Kantor | 1 Paket 121.346.418 |dan Perlengkapan Ka ués dan Perlengkapan Kantor Paket 87.301.422
Kantor H%Iu yang Disediakan Kantor H%Iu yang Disediakan
Penyediaan Barang BK}::\P 'é“'erg:;‘ nP:::‘at Barang Penyediaan Barang BK?BI.D JC";'::'a(g nPda::t Barsng 1
02|01R.06/|0005 g::‘akaanng:;n Kapuas| Penggandaan yang 1 Paket 73.977.060 g::‘aka;ng:gn Kapuas| Penggandaan yang Paket 74.287.860
99 Hulu | Disediakan 99 Hulu | Disediakan
: BKAD | Jumlah Dokumen Bahan , BKAD | Jumlah Dokumen Bahan
Penyediaan Bahan Kab. | Bacaan dan Peraturan ! Penyadiaan Bahan Kab. | Bacaan dan Peraturan 12
02|01p.06|0006 Bacaan dan Peraturan Kapuas| Perundang-Undangan Dokum 8,820,000 [Bacaan dan Peraturan Kapuas| Perundang-Undangan Doku 8.820.000
Perundang-undangan Hulu | yang Disediakan en Perundang-undangan Hulu | yang Disediakan men
BKAD 1 BKAD 1
Fasilitasi Kunjungan Kab. | Jumlah Laporan Fasilitasi Fasilitasi Kunjungan Kab. | Jumlah Laporan Fasilitasi
02(01pR.06/0008 ramu Kapuas| Kunjungan Tamu La%ora 50.400.000 Faiffii Kapuas| Kunjungan Tamu Laa;:‘or 50.400.000
Hulu Hulu




Penyelenggaraan Rapatl BKIZ?)D ‘Ii:r::/i?e;zggrraa:n Rapat 1 Penyelenggaraan Rapat B&D él;w;ae';elﬁ;gg::gn Rapat -
5 102|01R.06/0009 [Koordinasi dan : e % Lapora 610.561.000 |Koordinasi dan : e P Doku 573.252.000
Konsultasi SKPD Kapuas| Koordinasi dan - Konsultasi SKPD Kapuas| Koordinasi dan -
Hulu | Konsultasi SKPD Hulu | Konsultasi SKPD s
BKAD BKAD
. Jumlah Dokumen ; Jumlah Dokumen 2
5 [02|01p.060010 gﬁl":rfi‘:szzzagg%p K:aS'as Penatausahaan Arsip - - gﬁ‘":;ai:szzzagﬁ:’%p K:"‘Sé | Penatausahaan Arsip Doku 18.237.300
P H%Iu Dinamis pada SKPD P H?.llu Dinamis pada SKPD men
Dukungan Pelaksanaan| BKAD ecam— o Dukungan Pelaksanaan | BKAD dumiat Dokumen
Sistem Pemerintahan Kab Bukungan Pelaksanzzn i Sistem Pemerintahan Kab Dukungan Pelalksanasn s
5 02({01R.06/0011 . . _ | Sistem Pemerintahan Dokum 23.100.000 ; ; " | Sistem Pemerintahan Doku 28.490.000
Beibasle Elsktronik Kapias Berbasis Elektronik pada en Beibasis Eleitronik Kapuss Berbasis Elektronik pada men
pada SKPD Hulu P pada SKPD Hulu P
SKPD SKPD
.I;engadaan Barang BKAD Pengadaan Barang BKAD
ilik Daerah Kab. Milik Daerah Kab.
§ 02{01p.07 Penunjang Urusan Kapuas Penunjang Urusan Kapuas 198.008.000
Pemerintah Daerah Hulu Pemerintah Daerah Hulu
BKAD . BKAD ;
Jumlah Unit Peralatan Jumlah Unit Peralatan
Pengadaan Peralatan | Kab. : : . Pengadaan Peralatan Kab. . . 25
5 L)Z 01p.07/0006 dan Mesin Lainnya Kapuas ggn Z!ezm Lainnya yang 9 Unit 75.867.348 dan Mesin Lainnya Kapuas ggn N!eﬁm Lainnya yang Unit 198.008.000
Hulk isediakan Hulu isediakan
Penyediaan Jasa BK':?,D Penyediaan Jasa BKKa?’D
5 102|01R.08 Penunjang Urusan Kabis é o Penunjang Urusan Ka ua.a . 571.694.255
Pemerintahan Daerah p Pemerintahan Daerah p
Hulu Hulu
BKAD BKAD
, Jumlah Laporan 1 : Jumlah Laporan 12
5 02|01p.08j0001 [ eyediaan Jasa Surat | Kab. | poqyeiigan Jasa Surat | Lapora 11.410.000 [ envediaan Jasa Surat | Kab. | oo oiiaan jasa Surat | Lapor | 11.360.000
Menyurat Kapuas M Menyurat Kapuas
Eiln enyurat n Hulu Menyurat an
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa B&D Penyediaan Jasa £ Penyediaan Jasa BK';%D Penyediaan Jasa 12
5 [02{01R.08|0002 [Komunikasi, Sumber Kagit é " Komunikasi, Sumber Lapora 178.800.000 [Komunikasi, Sumber Ka ur;ls Komunikasi, Sumber Lapor 138.614.610
Daya Air dan Listrik H?.ulu Daya Air dan Listrik yang n Daya Air dan Listrik H%Iu Daya Air dan Listrik yang an
Disediakan Disediakan
porsaan sssa |0 Ao, z Poryodzan sasa | S0 | et Loborer, :
5 |02|01R.08|0003 |Peralatan dan Kapués Pecalotan dBf Lapora 144.050.000 |[Peralatan dan Ka pué s| Peralatari dan Lapor 56.910.000
Perlengkapan Kantor Hulu | Perlengkapan Kantor n Perisngkapan Kenlor Hulu | Perlengkapan Kantor an
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yang Disediakan yang Disediakan
5 102|01R.08/0004 E:rayeac:::ﬁnu‘::f;ran BK};?P ;‘;'r"‘)';*;i';i?j:ga La 1ora 380.963.355 ggf;yﬂ:ﬁnuﬁﬁfn BK?QF) g:?;%;iﬁoj:ga La1 2or 364.809.645
' Kant¥)r Kapuas| Pelayanan Umum Kantor ‘:1 R Kant)c()r Kapuas| Pelayanan Umum Kantor aFr,n U
Hulu | yang Disediakan Hulu | yang Disediakan
Pemeliharaan Barang | BKAD Pemeliharaan Barang | BKAD
ilik Daerah Kab.J Milik Daerah Kab.
5 02/012.09 rlrenunjang Urusan Kapua Penunjang Urusan Kapuas 273.133.600
Pemerintahan Daerah | Hulu Pemerintahan Daerah | Hulu
Penyediaan Jasa . Penyediaan Jasa .
Pemeliharaan, Biaya Jumlah_Kendaraan Dinas Pemeliharaan, Biaya Jumlah_Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak BKAD | Operasional atau Pemeliharaan, Pajak BKAD | Operasional atau
5 [02/01p.090002dan Perizinan oo | bR 3Unit | 300.588.500 [dan Perizinan . | papangan yang 3Unit | 259.188.500
Kendaraan Dinas P g ; Kendaraan Dinas P b .
. Hulu | dibayarkan Pajak dan . Hulu | dibayarkan Pajak dan
Operasional atau ParAnancuA Operasional atau Perizinannva
Lapangan y Lapangan y
BKAD BKAD
. Jumlah Peralatan dan : Jumlah Peralatan dan
Pemeliharaan Peralatan| Kab. . . . Pemeliharaan Peralatan| Kab. : . ;
5 [02|01R.09/0006 dan Mesin Lainnya Kapuas hDA§S||r)hLa|nnya yang 1 Unit 13.945.100 dan Mesin Lainnya Kapuas lé)/lgsnphLamnya yang 1 Unit 13.945.100
Hulu ipelihara Huli ipelihara
Persentase Penyediaan Persentase Penyediaan
Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan
Anggaran (KUA PPAS, Anggaran (KUA PPAS,
BKAD APBD dan DPA SKPD) BKAD APBD dan DPA SKPD)
PROGRAM Kab dan Pelayanan PROGRAM Kab dan Pelayanan
5 02|02 PENGELOLAAN Ka ué < Penatausahaan 100% PENGELOLAAN B é & Penatausahaan 2.956.568.374
KEUANGAN DAERAH H?Jlu Keuangan yang Secara KEUANGAN DAERAH H’:“ a Keuangan yang Secara
Tepat Waktu dan Tepat Waktu dan
Sesuai dengan Sesuai dengan
Ketentuan Ketentuan
Perundangan Perundangan
Koordinasi dan BKK;;D Koordinasi dan BKKa?’D
502 02L2.01 Penyusunan Rencana Ka u&lx Penyusunan Rencana Ka ué s 667.882.000
IAnggaran Daerah Hzlu /Anggaran Daerah H‘:llu

30




— BKAD L BKAD
Koordinasi dan 2 Koordinasi dan 2
Kab. | Jumlah Dokumen KUA Kab. | Jumlah Dokumen KUA
5 102|02R.01{0001 [Penyusunan KUA dan Kapuas| dan PPAS yang Disusun Dokum 13.710.000 |Penyusunan KUA dan Kapuas| dan PPAS yang Disusun Doku 51.404.500
PPAS Hid en PPAS Hulu men
Koordinasi dan BKAD | Jumlah Dokumen 2 Koordinasi dan BKAD | Jumlah Dokumen 2
Penyusunan Perubahan|{ Kab. | Perubahan KUA dan Penyusunan Perubahan| Kab. | Perubahan KUA dan
5 P2102¢.01 0002 KUA dan Perubahan |Kapuas| Perubahan PPAS yang Do::m e KUA dan Perubahan Kapuas| Perubahan PPAS yang [r:‘?ek: SAe.o00
PPAS Hulu | Disusun PPAS Hulu | Disusun
L BKAD __ BKAD
Koordinasi, _ 50 Koordinasi, Penyusunan ) 50
5 [02|022.01/0005|Penyusunan dan K] Jumiah DPA-SKPDYaNS | pokum 3.794.500 |dan Verifikasi DPA- |, 20" b S [ 0 5.773.500
Verifikasi DPA-SKPD Hzlu en SKPD HF:JIu men
Koordinasi BKAD o BKAD
! 50 Koordinasi, Penyusunan 50
Penyusunan dan Kab. | Jumlah Perubahan DPA- o Kab. | Jumlah Perubahan DPA-
5 [p2|02¢.010008 Verifikasi Perubahan  [Kapuas| SKPD yang Diverifikasi DO::m 5.804.000 gzrr'u\;ggg';aglp A-SKPD Kapuas| SKPD yang Diverifikasi E::: 5449.950
DPA-SKPD Hulu Hulu
Koordinasi dan Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan | BKAD JumiahPetaluran Penyusunan Peraturan | BKAD Jumiah Reraturan
Daerah tentang APBD | Kab Daseati fentang APED 2 Daerah tentang APBD Kab Daerah tanldng APED 2
5 102|02R.01/0007 " | dan Peraturan Kepala Dokum 239.129.980 " | dan Peraturan Kepala Doku 204.141.000
dan Peraturan Kepala |Kapuas Dasiah Snan &n dan Peraturan Kepala |Kapuas Daerah feritan men
Daerah tentang Hulu Pedidbniat AFgBD Daerah tentang Hulu Paniabaraf AIEBD
Penjabaran APBD ) Penjabaran APBD )
Koordinasi dan Nogrinas! dan
benvusunan Peratursn Jumlah Peraturan Penyusunan Peraturan Jumlah Peraturan
Dae¥ah tentang BKAD | Daerah tentang 2 Daerah tentang BKAD | Daerah tentang 2
Kab. | Perubahan APBD dan Perubahan APBD dan Kab. | Perubahan APBD dan
5 [02{02p.010008 E:::R;arl;inszaBll: g:';r a“Kapuas Peraturan Kepala Daerah 00:: & £98.062.045 Peraturan Kepala Kapuas| Peraturan Kepala Daerah I?no:: 227.5968.000
t Pen'apbaran Hulu | tentang Penjabaran Daerah tentang Hulu | tentang Penjabaran
Sfang J Perubahan APBD Penjabaran Perubahan Perubahan APBD
Perubahan APBD APBD
Koordinasi dan BKAD Koordinasi dan BKAD
Penyusunan Regulasi | Kab. Jumiah l_)okumen . he Penyusunan Regulasi Kab. Jupiiah I_Jokumen . 10
5 02{02R.01/0009 & s Regulasi serta Kebijakan | Dokum 28.781.000 i ; Regulasi serta Kebijakan | Doku 24.706.500
rta Kebijakan Bidang |Kapuas Bidana Angaarar o Lierta Kebijakan Bidang |Kapuas i aros. Sinprenn wtonst
Anggaran Hulu 9 Angg nggaran Hulu g Angg
BKAD | Jumlah Dokumen Hasil . BKAD | Jumlah Dokumen Hasil
. L 2 Koordinasi Perencanaan L 8
Koordinasi Perencanaar] Kab. | Koordinasi Perencanaan : Kab. | Koordinasi Perencanaan
S [021629.010011 IAnggaran Belanja DaergKapuas| Anggaran Belanja Do:: " 51.540.000 gr;g?aar:an Belanj Kapuas| Anggaran Belanja ?T?ek: 97.668.000
Hulu {Daerah Hulu | Daerah
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— BKAD Koordinasi dan BKAD
L Koordinas| dan Kab. Pengelolaan Kab.
5 102|022.02 Pengelolaan Perburdah K 874.412.000
Perbendaharaan Daer: el | SE D apas
Hulu Daerah Hulu
Jumlah Dokumen Hasil o I Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Fasiltasi, Koordinasi, Fasilitasi, ey S Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi, | BKAD | Asistensi, Sinkronisasi, 68 Supervi si’ Monitoring ' | BKAD | Asistensi, Sinkronisasi, 105
Supervisi, Monitoring da| Kab. | Supervisi, Monitoring, L Kab. | Supervisi, Monitoring,
5 0210290210005 Evaluasi Pengelolaan |Kapuas| dan Evaluasi Do:: G ERGREES g:r:‘ F?Qﬁ::i: Dana Kapuas| dan Evaluasi ?::: 106.467.000
Dana Perimbangan dan| Hulu | Pengelolaan Dana Perig'\b aialdaR DaRa Hulu | Pengelolaan Dana
Dana Transfer Lainnya Perimbangan dan Dana Transfer I?ainn o Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya v Transfer Lainnya
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Realisasi Penerimaan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas dan Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan Aliran Daerah, Laporan Aliran
T Kas, dan Pelaksanaan A Kas, dan Pelaksanaan
Koordinasi dan Pemungutan/Pemotonga Koordinasl dan Pemungutan/Pemotonga
Penyusunan Laporan visdar Benyaloran Penyusunan Laporan n dan Benveloran
Realisasi Penerimaan Perhi youu ; Realisasi Penerimaan : = .
erhitungan Fihak Ketiga Perhitungan Fihak Ketiga
dan Pengeluaran Kas | BKAD | peyey o0 aporan Hasil | 12 dan Pengeluaran Kas | BKAD | ey yan | aporan Hasil | 15
5 [02|020.020007 E::rz’;’n"g;’f;fs"a’:g;" K::l?é | Koordinasi dalam rangka | Lapora 72.625.700 [poSrah BT KE:Sé | Koordinasi dalam rangka | Lapor | 72.625.700
Pemungutan/Pemotongd Hulu I;enyusup an Laporan . Pemungutan/Pemotong | Hulu Peny_usupan Laporan o
ealisasi Penerimaan Realisasi Penerimaan
dan Penyetoran an dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketig tian Pengeluaran ke Perhitungan Fihak dan Pengeluamn Kes
PFK) Daerah, Laporan Aliran Ketiga (PFK) Daerah, Laporan Aliran
Kas, dan Pelaksanaan g Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/ Pemungutan/
Pemotongan dan Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK) Fihak Ketiga (PFK)
Rekonsiliasi Data Jumlah Dokumen Hasil oo oo Jumlah Dokumen Hasil
Penerimaan dan BKAD Rekonsiliasi Data E:ﬁg:}rsrl\';\sr: 3:? BKAD Rekonsiliasi Data
Pengeluaran Kas serta Kab Penerimaan dan 12 Penacliatan Kas seme: | Kab Penerimaan dan 15
5 |02|02R.02/0009 Pemungutan dan K " | Pengeluaran Kas serta Dokum 34.423.000 9 " | Pengeluaran Kas serta Doku 34.423.000
apuas| Pemungutan dan Kapuas
Pemotongan Atas Hulu Pemungutan dan en Pemotongan Atas SP2D| Hulu Pemungutan dan men
SP2D dengan Instansi Pemotongan atas SP2D | By Ir?stansi Terkait Pemotongan atas SP2D
Terkait dengan Instansi Terkait 9 dengan Instansi Terkait
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. Jumlah Orang yang : Jumlah Orang yang
E:nmaeg]:saanhaan BK’;':‘)D Mengikuti Pembinaan 11 Eznmati::: anh - BKl;'?)D Mengikuti Pembinaan 54
5 102|02R.02/0011 K . " | Penatausahaan 620.996.300 . " | Penatausahaan Oran 660.896.300
euangan Pemerintah |Kapuas| . Orang Keuangan Pemerintah | Kapuas -
Kabupaten/Kota = Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Hula Keuangan Pemerintah g
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penunjang Urusan BKAD Penunjang Urusan
Kewenangan Kab. Kewenangan
5 02/022.04 Pengelolaan Kapuas Pengelolaan Keuangan
Keuangan Daerah Hulu Daerah
BKAD Jumlah Laporan Hasil BKAD Jumlah Laporan Hasil
Analisis Perencanaan Kab Analisis Perencanaan /Analisis Perencanaan Kab Analisis Perencanaan
5 |02{02p.04/0008 dan Penyaluran Ka ués dan - |dan Penyaluran Ka ués dan
Bantuan Keuangan Hpulu Penyaluran Bantuan Bantuan Keuangan HF:HU Penyaluran Bantuan
Keuangan Keuangan
BKAD | Jumlah Laporan Hasil BKAD | Jumlah Laporan Hasil
5 102/02b.04/0009 Pengelolaan Dana Kab. | Pengelolaan Dana _ |Pengelolaan Dana Kab. | Pengelolaan Dana
' Darurat dan Mendesak |Kapuas| Darurat Darurat dan Mendesak |Kapuas| Darurat
Hulu | dan Mendesak Hulu | dan Mendesak
BKAD . BKAD ;
' Jumlah Laporan Hasil ; Jumlah Laporan Hasil
5 102|02p.04{0010 ﬁ:gﬁ?é:f:g?;};g:g' K::L?é " Pengelolaan Dana bagi - ﬁ:gﬁﬂgf::aii?;cﬁ:g' ngsé o Pengelolaan Dana bagi
Hulu | Hasil Kabupaten/Kota Hulu | Hasil Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data dan Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem BKI:I:;D Implementasi Sistem BK}:?’D
5 102|022.05 Informasi Pemerintah Ka pués Informasi Pemerintah Kapu;s 767.605.680
Daerah Lingkup Hulu Daerah Lingkup Hulu
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
; Jumlah Dokumen Hasil . Jumlah Dokumen Hasil
Implementasn da_n BKAD | Implementasi dan Implementaa de!n BKAD | Implementasi dan
Pemeliharaan Sistem Kab. | Pemeliharaan Sistem . pemellaaraan Slstem Kab. | Pemeliharaan Sistem 4
5 102|02R.05/0002 Informasi Pemerintah K ) . : Dokum 767.605.684 |Informasi Pemerintah ) - . Doku 767.605.680
. apuas| Informasi Pemerintah . Kapuas| Informasi Pemerintah
Daerah Bidang Hiilu | Dasrah Bidan en Daerah Bidang Hul D h Bid men
Keuangan Daerah 9 Keuangan Daerah Y ——
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
Persentase Persentase
PROGRAM BKP;?)D Penyampaian Laporan PROGRAM BKliﬁD Penyampaian Laporan
5102|02 PENGELOLAAN Kapué s Keuangan SKPD Sesuai | 100% PENGELOLAAN Ka ué " Keuangan SKPD Sesuai 646.668.694
KEUANGAN DAERAH Hulu Standar Akuntansi KEUANGAN DAERAH HFI’,Il - Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) Pemerintahan (SAP)
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Koordinasi dan

Koordinasi dan

Pelaksanaan BKI':;D Pelaksanaan BKIg:‘)D
02|022.03 Akuntansi dan ; /Akuntansi dan ; 646.668.694
Kapuas Kapuas
Pelaporan Keuangan Pelaporan Keuangan
Hulu Hulu
Daerah Daerah
Rekonsiliasi dan Juriah Uokuman Fasi Rekonsiliasi dan g ek
: S Rekonsiliasi dan : ; Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset, . . \Verifikasi Aset, e
. ’ BKAD | Verifikasi Aset, " . BKAD | Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas, | o | kewajiban, Ekuitas = Kewajiban, Ekuitas, Kab. | Kewajiban, Ekuitas =
02|02p.03|0002 Pendapatan, Belanja, ) ! : Dokum 83.821.015 [Pendapatan, Belanja, : ! . Doku 89.454.772
Bembiavaan Kapuas| Pendapatan, Belanja, s Beribiavasn Kapuas| Pendapatan, Belanja, ——
Pendap);tan-'LO dan Rl | Pembisysan, Pendap);tan-’LO dan el ff bt
Bekan Pendapatan-LO, dan Bebar Pendapatan-LO, dan
Beban Beban
Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan
| aporan BKAD Jumlah Laporan Laporan BKAD Jumlah Lapo!'an
Pertanggungjawaban Kab PRranggungjawapan 2 Pertanggungjawaban Kab Pertanggungjawaban 2
02|02p.03|0003 Pelaksanaan APBD K apué o Pelaksanaa_n APBD Lapora 45.946.740 Pelaksanaan APBD K apués Pelaksanaan APBD Lapor 52.472.760
Bulanan, Triwulanan Hulu g:lnizzpér::wulanan dan n Bulanan, Triwulanan Hulu g:ﬁzzz]é rl'zwulanan dan e
dan Semesteran dan Semesteran
. Jumlah Laporan S Jumlah Laporan
e e | | KOUsnGan SKFPD, BLUD | e 10| e | Keangan SKFD,BLUD. | 7
02(02p.03|0004 bian Eanorah K6 u,an oy ués dan Laporan Keuangan Lapora 5.997.000 iag it Keu’an e s ués dan Laporan Keuangan Lapor 5.997.000
Pemeri?\tah Daerahg H’:Jlu Parmstintah Deambnyang n Pemerirr)nah Daerahg Hrl)xlu Pemerintah Daerah yang an
Terkonsolidasi Terkonsolidasi
Koordinasi dan Jumlah Rancangan Koordinasi dan Jumlah Rancangan
Penynsunan Peraturan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Rancangan Peraturan tentang Peraturan Daerah tentang
Daerah tentang , tentang .
. Pertanggungjawaban . Pertanggungjawaban
E:g?(’;gﬁ:’a‘ﬁ'i";%bgn BKAD | Pelaksanaan APBD 1 E:gi’;gﬁ:’;ﬁ';";asb;“ BKAD | Pelaksanaan APBD .
02(020.030005 Kabupaten/Kota dan | K20 | Kabupatenfota dan | porum | 272.007.314 [Kabupaten/Kota dan (b, | Kabupatenkotadan | Doku | 279.353.449
Rancangan Peraturan P 9 en Rancangan Peraturan P 9 men
Hulu | Kepala Daerah tentang Hulu | Kepala Daerah tentang
Kepala Daerah tentang Penjabaran Kepala Daerah tentang Penjabaran
Penjabaran < Penjabaran :
; Pertanggungjawaban ; Pertanggungjawaban
Parenggung swaban Pelaksanaan APBD Pattanggung)awabsn Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD R —— Pelaksanaan APBD Kabupatern/Ksta
Kabupaten/Kota P Kabupaten/Kota P
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< ; Jumlah Orang yang . ; Jumlah Orang yang
Pembinaan Akuntansi, BKAD | Mengikuti Pembinaan Pembinaan Akuntansi, BKAD | Mengikuti Pembinaan
02]020. 030011 Partomaqungjawaban |, K2b- | Akuntans, Pelaporan 50 256,297,605 portomagungawaban | Kb | Akuntansi, Pelaporan owm | 200z
' & mer%gt ath Kapuas| dan Pertanggungjawaban | Orang B Pemerggahgj Kapuas| dan Pertanggungjawaban R
abunalsniicobs Hulu | Pemerintah KdbupatanfiCota Hulu | Pemerintah 9
P Kabupaten/Kota P Kabupaten/Kota
ROGRAM BKAD | Persentase Administrasi PROGRAM BKAD | Persentase Administrasi
02|03 ENGELOLAAN Kab. | Pengelolaan Aset Daerah 64% PENGELOLAAN Kab. | Pengelolaan Aset Daerah
ARANG MILIK Kapuas| yang Dilaksanakan BARANG MILIK Kapuas | yang Dilaksanakan
AERAH Hulu | Secara Tertib DAERAH Hulu | Secara Tertib
BKAD BKAD
02/030.01 Pengelolaan Barang | Kab. Pengelolaan Barang Kab.
. ilik Daerah Kapuas Milik Daerah Kapuas
Hulu Hulu
BKAD 1 BKAD 1
Penyusunan Standar Kab. | Jumlah Standar Harga Penyusunan Standar Kab. | Jumlah Standar Harga
02|03R.01/0001 Harga Kapuas| yang Disusun Do:#m 50.000.000 Harga Kapuas| yang Disusun 210:: 37.406.770
Hulu Hulu
BKAD BKAD
Jumlah Laporan 50 Jumlah Laporan 50
02|03R.01/0005 ngatausahaan Barang| Kab. Penatausahaan Barang Lapora 362.187.146 ngatausahaan Barang | Kab. Penatausahaan Barang Lapor 338.816.832
Milik Daerah Kapuas| ,,.. Milik Daerah Kapuas| ,,..
Milik Daerah n Milik Daerah an
Hulu Hulu
BKAD . BKAD .
Jumlah Laporan Hasil 150 Jumlah Laporan Hasil 30
02|03R.01/0007 nggamanan Barang i, Pengamanan Barang Lapora 551.219.392 nggamanan Barang Ak, Pengamanan Barang Lapor 433.647.812
Milik Daerah Kapuas| . Milik Daerah Kapuas| ;..
Milik Daerah n Milik Daerah an
Hulu Hulu
Jumlah Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
BKAD gl = BKAD i =
- - Penilaian Barang Milik 45 S o Penilaian Barang Milik 20
02/03p.010008 poNI122" Barang Miik K:a:é | Daerah dan Hasil Lapora 75.899.529 ng'r':;‘a" Barang Millk K:aL?és Daerah dan Hasil Lapor |  64.608.700
H’:Iu Koordinasi Penilaian n HFLJJIU Koordinasi Penilaian an
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah




Jumlah Dokumen Hasil

Jumlah Dokumen Hasil

Sggma::aaas; Optimalisasi Sg:;ngﬂf::; Optimalisasi
Perngagnfaatar; RKAD | IPenggunaan; ] Pemanfaatar; BKAD | Penggunaan, 50

02 0#2 0110010 Pemi ' Kab. | Pemanfaatan, ; ' Kab. | Pemanfaatan,

. emindahtanganan, K ) Dokum 100.000.000 |Pemindahtanganan, : Doku 154.165.735
apuas| Pemindahtanganan, Kapuas| Pemindahtanganan,

Pemusnahan, dan Hulu | Pemusnahan, dan en Pemusnahian, dan Hulu | Pemusnahan, dan s
Pepghapusan Barang Penghapusan Barang ngghapusan Barang Penghapusan Barang
Milik Daerah Milik Daerah M Diaere Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam | BKAD | piah Laporan Hasi - Rekonsiliasi dalam BKAD | pumiah taporan Hasil 20

02(03R.01|0011 g;%t::gg}'::;ﬁ{'"k K::Sés rangka Penyusunap_ Lapora 207.494.270 {_Zr;%':::gg)r’:s;ﬁi“k K::Sé g rangka Penyusunan Lapor 275.705.422
- Flul Laporan Barang Milik n Daerah Hulu Laporan Barang Milik an

Daerah

Daerah
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam renja Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah
2. Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.1 Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

2.2Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

3.2 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai
sasaran tertentu.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 terdiri dari:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

N o ;A BN

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah

9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
B R P S R R R R R S i T R st




12. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

13. Pengelolaan Barang Milik Daerah



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana
program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan
pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:
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Tabel 4.1.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program
(outcome) / kegiatan (output)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Jenis

Kode Pemerintahan Daerah Lokasi . Prioritas|
) (2024) (2024) (2025) Kegiatan
dan Program/Kegiatan Tolak UKur Target
2 3 4 5 6 7 8 9
02 KEUANGAN
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN | BKAD
02 | 01 PEMERINTAHAN K ) Predikat SAKIP PD BB 7.360.133.716 | 7.360.133.716
apuas
DAERAH Hidliy
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, BKAD
Penganggaran, dan Kab.
02 |01 | 2.01 Evaluasi Kinerja Kapuas 124.731.255 124.731.255
Perangkat Daerah Hulu
Penyusunan Dokumen EZ;‘D Jumlah Dokumen
02 | 01 | 2.01 | 0001 | Perencanaan Perangkat Ka u i Perencanaan Perangkat 7 49.783.500 49.783.500
Daerah P Daerah
Hulu
N BKAD Jumlah Dokumen RKA-
Koordinasi dan )
02 | 01 2.01 | 0002 | Penyusunan Dokumen | 20 SKPD dan Laporan Hasil | 13.372.170 13.372.170
RKA-SKPD apuas | Koordinasi Penyusunan
Hulu Dokumen RKA-SKPD
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Jumlah Dokumen
Koordinasi dan ?a(bAD gaerr‘ut):h:rr;sm;ﬁKPD
5|02 |01 |2.01]| 0003 | Penyusunan Dokumen K : K d'p ip 11.596.725 11.596.725
Perubahan RKA-SKPD apuas | Koordinasi Penyusunan
Hulu Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
BKAD | Jumlah Dokumen DPA-
Koordinasi dan Kab. SKPD dan Laporan Hasil
5102 a1 | 208 |00e4 Penyusunan DPA-SKPD | Kapuas | Koordinasi Penyusunan 12501473 Towel 1450
Hulu Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan kab. | dan Laporan Hasil
5]02|01|2.01]|0005 E?D%lés;;gn Perubahan Kapuas | Koordinasi Penyusunan 10.998.990 10.998.990
Hulu Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian
L Kinerja dan lkhtisar
Koordinasi dan BKAD | Realisasi Kinerja SKPD
Penygsungn L_aporan Kab. dan Laporan Hasil
5102 |01 |2.01| 0006 Cap_alan Klngrja Qap . Kapuas | Koordinasi Penyusunan 12.734.475 12.734 475
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hul i CapaianKiher
SKPD ulu aporan Capaian Kinerja
dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
BKAD
Evaluasi Kinerja Kab. Jumlah Laporan Evaluasi
3 02! 01 | 2.00 1007 Perangkat Daerah Kapuas | Kinerja Perangkat Daerah Tedaai 12,735,020
Hulu
BKAD
Administrasi Keuangan | Kab.
5(02|01|2.02 Perangkat Daerah Kapuas 3.895.001.931 3.895.001.931
Hulu




BKAD
. . Jumlah Orang yang
5|02 | 01| 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Kab. | Menerima Gaji dan 32 | 3452822466 | 3.452.822466
Tunjangan ASN Kapuas g
Tunjangan ASN
Hulu
BKAD .
. . . Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi | Kab. : o .
5|02 ]|01]|202| 0002 Pelaksanaan Tugas ASN | Kapuas geln){(edlaan A_'qmlnls'tollgshll il 14.514.360 14.514.360
Hulu elaksanaan Tugas
Pelaksanaan BKAD Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan Kab. Penatausahaan dan
5102 ]|01]|2.02| 0003 Pengujian/Verifikasi Kapuas | Pengujian/Verifikasi 12 380.040.000 380.040.000
Keuangan SKPD Hulu Keuangan SKPD
Jumlah Laporan
Koordinasi dan BKAD Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Laporan Kab. SKPD dan Laporan Hasil
8 D2 10t | 202 || QB0 Keuangan Akhir Tahun Kapuas | Koordinasi Penyusunan L 20.664.065 28.664.085
SKPD Hulu Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
PSS i (SR REAT Ea(ll)\ ? ‘Fj’zllglsgrla): Z:rr?ir:malisis
5102 |01]|2.02| 0008 | dan Analisis Prognosis K ’ P s Realisas] 12 18.961.020 18.961.020
Realisasi Anggaran apuas rognosis Realisasi
Hulu Anggaran
Administrasi Barang lB(::D
5(02|01]| 203 Milik Daerah pada K ) 51.757.905 51.757.905
apuas
Perangkat Daerah
Hulu
Pembinaan, .
Pengawasan, dan BKAD Jumla_h Laporan Hasil
: Kab. Pembinaan, Pengawasan,
5102 |01]|2.03| 0004 | Pengendalian . 4 41.025.315 41.025.315
Berana Milik Daseslt s Kapuas | dan Pengendalian Barang
SKPDQ Pa% | Hulu | Milik Daerah pada SKPD
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BKAD
Jumlah Laporan
5|02 012,03 | 0006 | enaausanaan Baieng | Kab. | penatausahaan Barang 2 10.732.590 10.732.590
P HuﬁJ Milik Daerah pada SKPD
Administrasi D
50201 2.05 Kepegawaian Perangkat Ka ijas 1.218.494.305
Daerah Huru
Pengadaan Pakaian E:;\D Jumlah Paket Pakaian
5102 |01 |2.05| 0002 | Dinas Beserta Atribut Ka u - Dinas beserta Atribut 1 81.800.000 81.800.000
Kelengkapannya Huﬁj Kelengkapan
5102 |01 |205|0003 gzgdsfgsgndzgministrasi EZQD \Ii:r:éaa':agzk:;en 12 500.254.305 500.254.305
' Ke g aalar Kapuas | Pengolahan Administrasi o o
peg Hulu Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan | g0 | uman Pegawal
5102 |01 |205 0009 | Pegawai Berdasarkan : . A 22 636.440.000 495.000.000
Tuoas den Burasi Kapuas | Fungsi yang Mengikuti
9 9 Hulu | Pendidikan dan Pelatihan
BKAD
Administrasi Umum Kab.
502 |01 2.06 Perangkat Daerah Kapuas 849.002.582 849.002.582
Hulu
Penyediaan Komponen BKAD | Jumlah Paket Komponen
Instalasi Kab. Instalasi Listrik /
% || B2| 91 | 2.06:) Toan Listrik/Penerangan Kapuas | Penerangan Bangunan L B214.000 DR
Bangunan Kantor Hulu Kantor yang Disediakan
BKAD
2 Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan Kab.
5(02|01|2.06 | 0002 dan Perlengkapan Kantor 5 87.301.422 87.301.422
dan Perlengkapan Kantor ﬁzﬁluas yang Disediakan
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BKAD | Jumlah Paket Barang

Penyediaan Barang
Kab. Cetakan dan
5|02 |01 |2.06 | 0005 (ere;akaanngggn Kapuas | Penggandaan yang 1 74.287.860 74.287.860
99 Hulu Disediakan
Penyediaan Bahan BKAD Jumlah Dokumen Bahan
5|02 | 01| 2.06 | 0006 | Bacaan dan Peraturan E?ﬁu - E:f::é‘a‘:;’_‘ui‘zr:;‘g:: 12 8.820.000 8.820.000
Perundang-undangan Hulu yang Disediakan
BKAD
Fasilitasi Kunjungan Kab. Jumlah Laporan Fasilitasi
5102 | 01| 2.06 | 0008 Tamu Kapuas | Kunjungan Tamu 1 50.400.000 50.400.000
Hulu
Penyelenggaraan Rapat | ci? | SINEL SRR oo
5102 |01]|2.06 0009 g&gglnaSI dan Konsultasi Kapuas | Koordinasi dan Konsultasi 12 573.252.000 573.252.000
Hulu SKPD
Jumlah Dokumen
o |02| 1| 208 | corr | Sslom Pemernianan (1. | Dunoan Pelsleanaen ||
gf(';glgs's Eloktranix pada mﬁjuas Berbasis Elektronik pada
SKPD
Pengadaan Barang Milik | BKAD
Daerah Penunjang Kab.
5§02 |01 207 Ukusan Femeririiali Kapuas 198.008.000 198.008.000
Daerah Hulu
BKAD ;
Jumlah Unit Peralatan dan
Pengadaan Peralatan dan | Kab. . .
5(02| 01| 207 | 0006 Mesin Lainnya Kapuas Mesnn_ Lainnya yang 25 198.008.000 198.008.000
Disediakan
Hulu
Penyediaan Jasa BKAD
5/02|01]2.08 Penunjang Urusan Kab. 571.694.255 571.694.255




Pemerintahan Daerah Kapuas
Hulu
BKAD
. Jumlah Laporan
02 | 01| 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat | Kab. | 5o iaan Jasa Surat 12 11.360.000 11.360.000
Menyurat Kapuas
Menyurat
Hulu
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa E:QD Penyediaan Jasa
02 | 01 | 2.08 | 0002 | Komunikasi, Sumber s ﬁas Komunikasi, Sumber 12 138.614.610 138.614.610
Daya Air dan Listrik Hufu Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa ﬁ:{;D Penyediaan Jasa
02 | 01 | 2.08 | 0003 | Peralatan dan Ka u - Peralatan dan 4 56.910.000 56.910.000
Perlengkapan Kantor Huru Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
BKAD Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Kab. Penyediaan Jasa
0201 | 2.06 | 0004 Pelayanan Umum Kantor | Kapuas | Pelayanan Umum Kantor L S64.809:645 =edolR et
Hulu yang Disediakan
Pemeliharaan Barang BKAD
Milik Daerah Penunjang | Kab.
02 | 01 | 2.09 firasan Pemetiniahan Kapuas 273.133.600 273.133.600
Daerah Hulu
Penyediaan Jasa .
Pemeliharaan, Biaya BKAD Jumlah.Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak dan | Kab Uperasional atau
02 | 01 | 2.09 | 0002 e ’ : Lapangan yang Dipelihara 3 259.188.500 259.188.500
Perizinan Kendaraan Kapuas dan dibavarkan Paiak dan
Dinas Operasional atau Hulu y J

Lapangan

Perizinannya




BKAD
. Jumlah Peralatan dan
Pemeliharaan Peralatan Kab. . .
502 |01 |2.09 | 0006 dan Mesin Lainnya Kapuas ll\)/I‘eSIIr_\hLalnnya yang 1 13.945.100 13.945.100
Hulu ipelihara
Persentase Penyediaan
Dokumen Perencanaan
Anggaran (KUA PPAS,
PROGRAW b, (arPalmgran
50202 PENGELOLAAN K ) p y h 100 2.309.899.680 | 2.324.599.705
KEUANGAN DAERAH apuas | Penatausahaan
Hulu Keuangan yang Secara
Tepat Waktu dan Sesuai
dengan Ketentuan
Perundangan
Koordinasi dan E::D
50202 2.01 Penyusunan Rencana Ka u fioe 667.882.000 682.582.025
Anggaran Daerah P
Hulu
. BKAD
Koordinasi dan
Kab. Jumlah Dokumen KUA
502 |02 |2.01|0001 | Penyusunan KUA dan Kapuas | dan PPAS yang Disusun 2 51.404.500 13.710.000
PPAS Haly
Koordinasi dan BKAD | Jumlah Dokumen
Penyusunan Perubahan Kab. Perubahan KUA dan
81 Ba’l 62 I 200 | 0002 KUA dan Perubahan Kapuas | Perubahan PPAS yang 2 SETL S L
PPAS Hulu Disusun
BKAD
Koordinasi, Penyusunan | Kab. Jumlah DPA-SKPD yang
8 b2 | 42, Za0] 00> dan Verifikasi DPA-SKPD | Kapuas | Diverifikasi 20 et 7500 S.794400
Hulu
Koordinasi, Penyusunan | BKAD | Jumlah Perubahan DPA-
5102021201/ 0006 | ;. Verifikasi Perubahan | Kab. | SKPD yang Diverifikasi =0 20U 5804900
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DPA-SKPD Kapuas
Hulu
Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan BKAD Jumlah Peraturan Daerah
Daerah tentang APBD Kab. tentang APBD dan
0211102 | 2.01 | 00G¢ dan Peraturan Kepala Kapuas | Peraturan Kepala Daerah 2 204.141.000 4381230080
Daerah tentang Hulu tentang Penjabaran APBD
Penjabaran APBD
Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan BKAD ;Jumlah I;eratgrz;n D:grah
Daerah tentang g dentaFr:g eru aKan I BD
02 | 02 | 2.01 | 0008 | Perubahan APBD dan Sl Dzr;raf]’fe"r‘];:: = 2 227.598.000 |  299.062.045
ki e e Huru Penjabaran Pegrubahan
tentang Penjabaran APBJD
Perubahan APBD
g:ﬁ;cﬂgjr?;:agegulasi E:t? 0 dumish Defdasen
02 | 02 | 2.01 | 0009 it " ' Regulasi serta Kebijakan . 10 24.706.500 28.781.000
serta Kebijakan Bidang Kapuas o
Anggaran Hulu g Angg
BKAD A
—— Jumlah Dokumen Hasil
02| 02| 2.01 | 0011 | Roordnas: Perencanaan | Kab. | koordinasi Perencanaan | 8 97.668.000 81.549.000
99 I Huﬁj Anggaran Belanja Daerah
Koordinasi dan E::D
02 | 02 | 2.02 Pengelolaan Ka has 874.412.000 874.412.000
Perbendaharaan Daerah Huru




Koordinasi, Fasilitasi, i%?:::;ggkg;n;;;t:s?s"
Asistensi, Sinkronisasi, BKAD Asistensi éinkronis a’si
02 | 02 | 2.02 | 0005 232&’;’;?‘;,’;”{?;:{;{;";"3“ 523;, . | Supevisi, Monitoring, dan | 105 106.467.000 |  106.467.000
Dana Perimbangan dan Hulu Evalliasi I?engelolaan
Dana Transfer Lainnya Dang FeHMmEFgAR Gan
Dana Transfer Lainnya
Jumlah Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
N Pelaksanaan
Koordinesigan Pemungutan/Pemotongan
Penyusunan Laporan
o 2 dan Penyetoran
Realisasi Penerimaan . . .
Perhitungan Fihak Ketiga
dan Pengeluaran Kas BKAD (PFK) dan Laporan Hasil
02 | 02 | 2.02 | 0007 | Racrah Laporan Alran ﬁ:ghas Koordinasi dalam rangka | 15 72.625.700 72.625.700
Pemungutan/Pemotongan | Hulu Peny_usupan Laporan
Realisasi Penerimaan dan
dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga Pengsluaranias Daoral,
(PFK) Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/
Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK)
Rekonsiliasi Data BKAD Jumlah Dokumen Hasil
Penerimaan dan Kab Rekonsiliasi Data
02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengeluaran Kas serta Ka u - Penerimaan dan 15 34.423.000 34.423.000
Pemungutan dan Huﬁ: Pengeluaran Kas serta
Pemotongan Atas SP2D Pemungutan dan




dengan Instansi Terkait

Pemotongan atas SP2D
dengan Instansi Terkait

. Jumlah Orang yang
E:T;:: : anhaan E:?D Mengikuti Pembinaan
02 | 02| 2.02 | 0011 Keuangan Pemerintah Kapuas Penatausahaan _ 54 660.896.300 660.896.300
Kabupaten/Kota Hulu Keuangan Fameritah
Kabupaten/Kota
Penunjang Urusan BKAD
Kewenangan Kab.
0202 2.08 Pengelolaan Keuangan | Kapuas
Daerah Hulu
prasis Poroncanan an | 980 | it apon st
02 | 02 | 2.04 | 0008 | Penyaluran Bantuan K ‘ P | B
Keuangan apuas enyaluran Bantuan
Hulu Keuangan
BKAD | Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Dana Kab. Pengelolaan Dana
Az 02 204 0003 Darurat dan Mendesak Kapuas | Darurat
Hulu dan Mendesak
BKAD .
’ Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Dana bagi Kab. .
02 | 02 | 2.04 | 0010 : Pengelolaan Dana bagi
Hasil Kabupaten/Kota Eiruuas Hasil Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem 'B(::D
02 | 02 | 2.05 Informasi Pemerintah :
Daerah Lingkup ﬁ::)uuas 767.605.680 767.605.680

Keuangan Daerah




Implementasi dan

Jumlah Dokumen Hasil

Pemeliharaan Sistem EKAD implementasldan
. a Kab. Pemeliharaan Sistem
02 | 02 | 2.05 | 0002 | Informasi Pemerintah Kapuas | Informasi Pemerintah 4 767.605.680 767.605.680
[D)z:::: Biang Keangan Hulu Daerah Bidang Keuangan
Daerah
Persentase
PROGRAM E::D Penyampaian Laporan
02 | 02 PENGELOLAAN Ka u - Keuangan SKPD Sesuai 100 646.668.694 679.002.129
KEUANGAN DAERAH Hufu Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)
Koordinasi dan BKAD
Pelaksanaan Akuntansi | Kab.
02 | 02| 203 dan Pelaporan Kapuas 646.668.694 679.002.129
Keuangan Daerah Hulu
Rekonsiliasi dan Verifikasi cumighdcamentinel
.. . Rekonsiliasi dan Verifikasi
Aset, Kewajiban, Ekuitas, | BKAD Aset, Kewajiban, Ekuitas
02 | 02 | 2.03 | 0002 g:;jdb";g?;z’:" Belanjs, EZE;, + | Pendapatan, Belanja, 50 89.454.772 93.927.511
' Pembiayaan,
gzggipatan-LO cam il Pendapatan-LO, dan
Beban
Koordinasi Penyusunan Jumlah Laporan
Laporan BKAD X
Pertanggungjawaban Kab Pertanggungjawaban
02 | 02 | 2.03 | 0003 Pelaksanaan APBD Kapﬁ o Pelaksanaan APBD 2 52.472.760 55.096.398
Bulanan, Triwulanan dan | Hulu Oz, Taedlansm dHn

Semesteran

Semesteran
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Konsolidasi Laporan BKAD Jupilah Laporan
Keuangan SKPD, BLUD | Kab. | Kéuangan SKPD, BLUD
5]102]|02|2.03]| 0004 ' ) dan Laporan Keuangan 7 5.997.000 6.296.850
dan Laporan Keuangan Kapuas )
Pemerintah Daerah Hulu Femerintah Dagrsl:yang
Terkonsolidasi
Koordinasi dan
Penyusunan Rancangan Jumiah Rancangan
Peraturan Daerah tentang ¥ eraiuran Da_erah tentang
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD BKAD Kabupaten/Kota dan
5|02 |02 |2.03 | 0005 ggﬁzgi;‘"rf fotadan E:gh . | Rancangan Peraturan 1 279.353.449 |  293.321.121
Kepala Daerah tentang Hulu g:ﬁgga[:::rah tontang
Penjabaran .
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD Kabupataniiols
Kabupaten/Kota P
. . Jumlah Orang yang
F ERIGHIBRN KA, BKAD Mengikuti Pembinaan
5|02 02| 2030011 iZ'r?é’,? o - Kab. | Akuntansi, Pelaporandan | g, 219.390.713 |  230.360.249
’ Parm erig:g ahgj Kapuas | Pertanggungjawaban e U
¥abiimateniKla Hulu Pemerintah
P Kabupaten/Kota
PROGRAM BKAD Eerser;talse A:mltmstram 7
PENGELOLAAN Kab. STigermallnes
5/02|03 Daerah yang 64 1.304.351.271 1.346.798.341
BARANG MILIK Kapuas Dilak kan S
DAERAH Huln ilaksanakan Secara
Tertib
BKAD
50203201 FoRgEbIAEmBaEnG | 1.304.351.271 | 1.346.798.341
Milik Daerah Kapuas
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Hulu
BKAD
Penyusunan Standar Kab. Jumlah Standar Harga
5|102|03|2.01 0001 Harga Kapuas | yang Disusun 1 37.406.770 37.406.770
Hulu
BKAD
Jumlah Laporan
5|02 |03 | 201 | 0005 | Penatausahaan Barang | Kab. | po o sahaan Barang 50 338.816.832 |  362.187.146
Milik Daerah Kapuas o
Milik Daerah
Hulu
BKAD .
Jumlah Laporan Hasil
5|02 | 03 | 2.01 | 0007 | Pengamanan Barang Kab. | pengamanan Barang Milik | 30 433.647.812 |  452.724.568
Milik Daerah Kapuas
Daerah
Hulu
Jumlah Laporan Hasil
BKAD o o
- " Penilaian Barang Milik
5| 02| 03| 2.01 | oopg | penian Barang Milk ) Kab. | pagra dan Hasil 20 64.608.700 64.608.700
Huru Koordinasi Penilaian
Barang Milik Daerah
Optimalisasi Jumlah Dokumen Hasil
Penggunaan, BKAD Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Kals Pemanfaatan,
5102 | 03| 201 | 0010 | Pemindahtanganan, Ka u - Pemindahtanganan, 50 154.165.735 154.165.735
Pemusnahan, dan Huﬁj Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Penghapusan Barang
Milik Daerah Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam BKAD | Jumlah Laporan Hasil
rangka Penyusunan Kab. Rekonsiliasi dalam rangka
5(02|03]|2.01|0011 Laporan Barang Milik Kapuas | Penyusunan Laporan 50 275.705.422 275.705.422
Daerah Hulu Barang Milik Daerah




BABV
PENUTUP

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan satu unit kerja yang
memerlukan perhatian khusus di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,
karena unit kerja ini harus dapat mengelola keuangan dan barang milik daerah
secara ftertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien,
ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun anggaran
sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) diharapkan dapat menjamin keterkaitan antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan Perangkat Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Disadari bahwa keberhasilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu dalam pelaksanaan program/kegiatan memerlukan dukungan dari
semua Perangkat Daerah, sehingga diperlukan langkah-langkah kongkrit dan
terintegrasi untuk meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Oktober 2023
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kﬁbup?f(jan Kapuas Hulu,
/0
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